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ABSTRAK 
Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjadi sektor ekonomi yang dipercaya akan menjadi tulang punggung 
bangsa pada masa depan. Sifatnya yang lebih mengutamakan ide dan sumber daya manusia 
menjadi faktor mengapa ekraf dipercaya dapat menjadi sumber ekonomi Indonesia pada masa 
depan. Memajukan ekonomi kreatif bukan hanya butuh rencana dan keinginan semata melainkan 
kebijakan dari Pemerintah. Dalam praktik ini, Komunikasi Politik memainkan peran dalam 
memajukan dan mengembangkan ekonomi kreatif demi terwudnya SDGs ke-8 yakni Pekerjaan 
yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui penelitian kualitatif dengan dengan melakukan 
observasi langsung, membaca dokumen linimasa dari perjalanan Forum Ekraf dan Komite Ekraf 
Kabupaten Bogor dan menganalisa pemberitaan-pemberitaan yang tersaji di media-media, 
penelitian ini menemukan bahwa praktik Komunikasi Politik dalam pembangunan terjadi dari 
mulai gerakan masyarakat yang merupakan pelaku ekonomi kreatif, kemudian membuat aksi 
kolektif dengan membentuk forum dan menyampaikan aspirasi langsung ke Bupati sebagai 
Kepala Daerah dengan dukungan pemberitaan yang diperankan oleh Media. Praktik ini sukses 
mendorong Kabupaten Bogor untuk menerbitkan produk politik dengan menerbitkan Peraturan 
Bupati Bogor Nomor 38 tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Komunikasi Politik, Peraturan Bupati Bogor, SGDs. 
 

 
ABSTRACT 
Creative Economy (Ekraf) is an economic sector that is believed to be the backbone of the nation 
in the future. Its nature which prioritizes ideas and human resources is a factor in why creative 
economy is believed to be a source of Indonesia's economy in the future. Advancing the creative 
economy does not only require plans and desires but also policies from the Government. In this 
practice, Political Communication plays a role in advancing and developing the creative 
economy for the realization of the 8th SDGs, namely Decent Work and Economic Growth. 
Through qualitative research by conducting direct observations, reading documents timeline of 
the journey of the Creative Economy Forum and the Bogor Regency Creative Economy 
Committee and analyzing the news presented in the media, this research found that the practice 
of Political Communication in development occurred starting from community movements who 
were creative economic actors, then creating collective action by forming forums. and convey 
aspirations directly to the Regent as Regional Head with the support of reporting provided by the 
Media. This practice was successful in encouraging Bogor Regency to publish political products 
by issuing Bogor Regent Regulation Number 38 of 2021 concerning Creative Economy 
Development. 
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PENDAHULUAN 

Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjadi 
sektor ekonomi yang dipercaya akan 
menjadi tulang punggung bangsa pada 
masa depan. Sifatnya yang lebih 
mengutamakan ide dan sumber daya 
manusia menjadi faktor mengapa ekraf 
dipercaya dapat menjadi sumber 
ekonomi Indonesia pada masa depan, 
dibanding sektor lainnya yang 
mengeksplorasi alam atau objek lainnya 
yang suatu waktu akan habis. Hal ini 
juga disampaikan oleh Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno seperti dilansir dari 
detik.com pada Senin 26 maret 2023 
dalam pranala 
https://travel.detik.com/travel-news/d-
6603547/sandiaga-ekonomi-kreatif-
masa-depan-ri-kita-hanya-kalah-dari-as-
dan-korea yang diakses pada Kamis 
(5/9/2024) pukul 18:37 WIB.. 
"Pemerintah akan mendukung pelaku 
UMKM ekonomi kreatif agar sektor ini 
bisa menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri. Ekonomi Kreatif adalah masa 
depan Indonesia. Kita ada di peringkat 
ketiga di dunia, hanya ketinggalan dari 
Amerika dan Korea Selatan," ujar 
Sandiaga. 

Tidak hanya di Indonesia, Cong 
(2019) yang melakukan penelitian 
mengenai ekraf di Vietnam 
menyampaikan bahwa Industri kreatif 
dipandang semakin penting terhadap 
kesejahteraan ekonomi karena manusia 
kreativitas adalah sumber daya ekonomi 
utama dan industri abad ke-21 akan 
semakin bergantung pada generasinya 
pengetahuan melalui kreativitas dan 
inovasi. 

Memajukan ekonomi kreatif 
bukan hanya butuh rencana dan 
keinginan semata, melainkan 
memerlukan kebijakan yang dapat 
mendukung hingga melindungi karya 
serta mengembangkan kapasitas pelaku 
ekraf dan meningkatkan penjualan karya 

ekraf. Mays et al. (2005); Ratten (2020); 
Williams dan Oz-Yalaman (2021) 
mengungkapkan bahwa untuk bisa 
mengembangkan industri kreatif secara 
jangka panjang perlu ada kebijakan dari 
pemerintah seperti menyusun skema 
dukungan lapangan kerja serta 
meningkatkan kemampuan digital dan 
kapasitas sumber daya pelaku ekraf. 

Kebijakan dan peran pemerintah 
sangat diperlukan untuk memajukan 
ekonomi kreatif seperti yang 
disampaikan oleh Kim (2017) yang 
meneliti tentang perkembangan ekonomi 
kreatif di Korea, Kim menyampaikan 
bahwa intervensi pemerintah 
berpengaruh terhadap perkembangan 
ekraf di Korea Selatan, Pemerintah 
Korea menyebut dirinya sebagai 
penyelenggara ekonomi kreatif bangsa 
dan berupaya memanfaatkan semua 
sumber daya publik dan swasta yang 
tersedia kemudian mereka juga 
menentukan jalur distribusi yang 
terperinci kepada para start-up dan 
kreator. 

Pemerintah Kabupaten Bogor juga 
telah menelurkan kebijakan 
pengembangan Ekonomi Kreatif melalui 
Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2021. 
Kebijakan merupakan produk politik 
yang panjang dan melalui berbagai 
macam proses sehingga bisa dinikmati 
oleh masyarakat luas dan menciptakan 
perubahan sosial. McNair (2003) 
menyampaikan bahwa komunikasi 
politik didefinisikan sebagai proses di 
mana informasi politik diproduksi, 
disebarkan, diterima, dan dipahami oleh 
masyarakat luas, McNair juga 
menjelaskan bahwa komunikasi politik 
mencakup semua bentuk komunikasi 
yang berhubungan dengan politik, 
termasuk komunikasi antara politisi, 
media, dan masyarakat. Sementara 
menurut Waisbord dalam Wilkins et al. 
(2014) menyampaikan bahwa dalam 
konsep perubahan sosial, komunikasi 
pembangunan (Communication 
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Development for Social Change 
(CDSC)) juga memiliki peran penting 
apalagi bisa memengaruhi politik.  

Peran komunikasi politik dalam 
menyusun dan mengimplementasian 
kebijakan menjadi penelitian yang 
menarik dalam beberapa tahun terakhir 
seperti penelitian-penelitian dari Anisti 
et al. (2020); Anom (2014); Batubara et 
al. (2020); Gunawan (2018); Supriadi 
(2017); Sutrisno dan Nurfalah (2024), 
namun penelitian-penelitian tesebut 
belum membahasa tentang peran 
komunikasi politik (kompol) dalam 
kebijakan ekonomi kreatif melainkan 
lebih  membahas mengenai peran video 
games dalam praktik kompol dalam 
perang Timur Tengah, peran kompol 
yang dilakukan oleh legislative atau 
DPRD hingga peran kompol dalam 
menyusun kebijakan mengenai upah, 
membangun regulasi TV pembangunan, 
formulasi kebijakan minuman keras 
hingga kesetaraan gender.  

Belajar dari negara lain, yakni 
Korea Selatan yang tengah pesat 
melakukan pengembangan ekonomi 
kreatif, Kim (2017) menyampaikan 
bahwa peran pemerintah dalam 
pengembanga ekonomi kreatif sangat 
baik, tidak hanya melindungi melalui 
kebijakan, Pemerintah Korsel 
memberikan dukungan keuangan dan 
ruangan sehingga ada banyak usaha 
rintisan (start-up) bermunculan dan 
saling mendukung, hal yang sama juga 
terjadi di Vietnam bahwa Cong (2019) 
menyampaikan bahwa dukungan 
pemerintah bagi industry kreatif dapat 
mengembangkan usaha kreatif menjadi 
lebih tahan lama atau berkelanjutan dan 
menciptakan lingkungan persaingan 
yang sehat bagi dunia usaha industri. 

Baru-baru ini, penelitian mengenai 
betapa pentingnya kebijakan dalam 
pengembangan ekonomi kreatif juga 
pernah diteliti oleh Bangsawan (2023), 
melalui penelitian kualitatif dengan 
menganalisis sumber literatur yang 

relevan dengan fenomena yang akan 
diteliti Bangsawan menyampaikan 
bahwa kebijakan akselerasi transformasi 
digital dapat menjadi faktor penting 
dalam pengembangan ekonomi kreatif di 
Indonesia dengan upaya-upaya untuk 
mengatasi tantangan yang ada, seperti 
meningkatkan aksesibilitas teknologi 
dan infrastruktur yang memadai. Oleh 
karena itu, diperlukan sinergi antara 
pelaku industri, pemerintah, dan 
masyarakat dalam mendorong dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
kreatif melalui kebijakan akselerasi 
transformasi digital. 

Melihat betapa pentingnya 
pengembangann ekonomi kreatif untuk 
pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 
ekonomi serta hadirnya kebijakan 
sebagai produk politik, peneliti ingin 
mengetahui proses serta praktik 
komunikasi politik yang terjadi di 
Kabupaten Bogor sehingga bisa 
menerbitkan sebuah kebijakan melalui 
Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2021 
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 
di Kabupaten Bogor dan melakukan 
pengembangan ekonomi kreatif demi 
mewujudkan Sustainable Development 
Goals (SDGs) nomor 8 yakni Pekerjaan 
yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan 
adalah metode kualitatif dengan 
melakukan observasi langsung, 
membaca dokumen linimasa dari 
perjalanan Forum Ekraf dan Komite 
Ekraf Kabupaten Bogor yang ada sejak 
tahun 2020 hingga 2023 dan 
menganalisa pemberitaan-pemberitaan 
yang tersaji di media-media yang tersaji 
sejak tahun 2020 hingga 2023. Penelitian 
ini dilakukan untuk melihat praktik 
komunikasi politik yang ada di 
Kabupaten Bogor sehingga bisa 
melakukan pengembangan ekonomi 
kreatif demi mewujudkan Sustainable 
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Development Goals (SDGs) nomor 8 
yakni Pekerjaan yang Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi melalui praktik 
masyarakat yang bisa mendorong 
pemerintah untuk menerbitkan sebuah 
kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) 
Bogor Nomor 38 tahun 2021 tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif di 
Kabupaten Bogor dan menjalakan 
program pengembangan ekosistem ekraf 
yang berkelanjutan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK 
DALAM PENGEMBANGAN 
EKRAF 

Garis besar temuan dan 
pembahasan mengenai Komunikasi 
Politik Dalam Pengembangan Ekonomi 
Kreatif di Kabupaten Bogor demi 
mewujudkan SDGs Pekerjaan yang 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi akan 
coba dijelaskan dalam gambar berikut. 
Gambar ini menyampaikan tentang 
elemen politik, komunikasi politik 
hingga praktik politik yang terjadi di 
Kabupaten Bogor dalam mengembangan 
ekonomi kreatif demi mewujudkan 
SDGs Pekerjaan yang Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi, gambar tersebut 
tersaji di bawah ini: 

 
Gambar 1. Elemen Politik Pengembangan 

Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bogor 
 

Berikutnya, penjelasan detail dari 
gambar tersebut akan dijelaskan satu per 
satu dalam jurnal ini.  

Gerakan Kolektif Masyarakat 
Ekonomi Kreatif 

Komunikasi politik dalam 
pengembangan ekraf di Kabupaten 
Bogor berawal dari adanya gerakan 
kumpulan masyarakat yang merupakan 
pelaku ekraf yang merindukan 
perubahan sosial dalam di bidang ekraf. 
Masyarakat ekraf Kabupaten Bogor 
yang terdiri dari pelaku ekraf, 
komunitas, kolektif dan pengelola ruang 
seperti Gerakan Seni Rupa Bogor, 
Kisruh, Bogor Ngariung, Degrafik, 
Noirlab, Bengkel Tiga dan Empat dan 
Hibrkraft, menyadari bahwa politik 
menjadi peluang untuk bisa menciptakan 
perubahan tersebut karena dengan 
politik bisa menelurkan produk politik 
berupa kebijakan yang bisa mendukung 
pengembangan ekraf di Kabupaten 
Bogor. Hasil temuan ini senada dengan 
hasil penelitian dari McAdam (2017); W. 
Zhang dan Mao, (2013) mengungkapkan 
bahwa kondisi politik menjadi salah satu 
faktor gerakan sosial yang dilakukan 
oleh masyarakat dengan saling 
menghargai dan membangun kolaborasi 

Masyarakat ekraf Kabupaten 
Bogor telah mencoba menyelesaikan 
masalah dengan membuat gerakan 
bersama. Masyarakat ekraf Kabupaten 
Bogor sadar bahwa untuk bisa 
menciptakan perubahan sosial dan 
mendorong kebijakan diperlukan 
gerakan bersama dengan berkolaborasi. 
Dari gerakan kolektif ini kemudian 
disepakati dalam pembuatan forum 
sebagai aksi kolektif yang berlembaga 
untuk bisa memudahkan upaya 
komunikasi politik dalam 
pengembangan ekraf di Kabupaten 
Bogor.  
 
Forum sebagai Katalisator Gerakan 
Kolektif dalam Komunikasi Politik 

Forum sebagai katalisator yang 
berlembaga dibentuk oleh gerakan 

https://ejournalugj.com/index.php/Signal


 
JURNAL SIGNAL Volume 12, No. 2, Juli-Desember 2024, hlm 118-227 | Ilmu Komunikasi – FISIP 

Universitas Swadaya Gunung Jati  
p-ISSN: 2580-1090, e-ISSN:  2337-4454 

Website: : https://ejournalugj.com/index.php/Signal   
149 

 

kolektif masyarakat ekraf yang terdiri 
dari pelaku usaha ekraf, kolektif, 
pengelola ruang dan komunitas dengan 
nama PERSPEKTIF atau Perkumpulan 
Sektor Pelaku Ekonomi Kreatif 
Kabupaten Bogor. Aksi kolektif 
masyarakat berupa komunitas ataupun 
forum kini menjadi alternatif baru 
sebagai upaya dalam menularkan 
gerakan yang baik di masyarakat apalagi 
untuk menyelesaikan isu-isu yang dapat 
menjadi atau memiliki risiko, dalam 
penelitian kualitatif yang dilakukan di 
sebuah komunitas di Tiongkok, Nigeria 
dan Indonesia, Dewantara dan 
Widhyharto (2016); Hapsari (2016); 
Hasna (2022); Olson (2016); Zhang 
(2018) menemukan bahwa upaya 
kolektif masyarakat yang sederhana 
namun memiliki pengaruh meskipun 
dilakukan secara nyata maupun maya 
terhadap politik. 

Setelah membentuk forum, 
PERSPEKTIF menjadi wadah serta 
katalisator dari aksi kolektif berbagai 
elemen masyarakat ekonomi kreatif di 
Kabupaten Bogor. Dalam rangka 
mempercepat pencapaian dari praktik 
komunikasi politik, PERSPEKTIF 
melakukan audiensi dengan Bupati 
Bogor Hj. Ade Yasin pada tanggal 21 
Oktober 2020. Dalam kunjungan 
tersebut PERSPEKTIF menyampaikan 
mengenai apa itu ekraf, apa saja yang 
sudah dilakukan PERSPEKTIF, apa 
potensi ekraf Kabupaten Bogor dan apa 
yang harus dilakukan oleh Kabupaten 
Bogor, salah satunya adalah menelurkan 
kebijakan dan memiliki Lembaga 
Komite. 

 

 
Gambar 2. Dokumentasi PERSPEKTIF 

Bertemu dengan Bupati Bogor 
 
Penggiringan Opini Publik Melalui 
Pemberitaan 

Kegiatan PERSPEKTIF bersama 
Ibu Bupati perlu disiarkan untuk 
mendapatkan perhatian publik dan posisi 
yang baik. PERSPEKTIF mencoba 
menyusun naskah berita kemudian 
disebarkan ke berbagai media untuk 
mendapatkan pemberitaan. Pemberitaan 
ini juga bisa menjadi dorongan bagi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait untuk melakukan percepatan 
dalam mengembangkan ekosistem 
ekonomi kreatif. Adapun pemberitannya 
dapat dibaca di pranala berikut:  
1. https://diskominfo.bogorkab.go.id

/bupati-bogor-ade-yasin-apresiasi-
pegiat-ekonomi-kreatif-dan-
menilai-perlu-adanya-forum-
ekraf-di-kabupaten-bogor/  

2. https://kreasijabar.id/article/bupati
-bogor-ade-yasin-apresiasi-
potensi-ekraf-kabupaten-bogor-
dan-menilai-perlu-adanya-forum  

  
Adapun pesan kunci yang disampaikan 
adalah: 
1. Bupati Bogor Ade Yasin Apresiasi 

Pegiat Ekonomi Kreatif dan 
Menilai Perlu Adanya Forum 
Ekraf di Kabupaten Bogor 

2. Bupati Bogor Ade Yasin menilai 
apa yang sudah dilakukan pegiat 
sektor kreatif merupakan hal yang 
luar biasa di tengah segala 
keterbatasannya. Kabupaten 
Bogor belum memiliki ruang 
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kreatif, namun pegiat kreatif telah 
berkarya dan terhubung dengan 
baik. 

3. Bupati Ade Yasin mengapresiasi 
langkah yang dilakukan dari mulai 
pendataan dan berjejaring hingga 
taraf nasional. “Mereka ini anak-
anak muda yang harus kita bina 
karena masa depan Kabupaten 
Bogor di tangan mereka.Belum ada 
wadah tapi mereka inisiatif 
melakukan pendataan dan 
pemetaan. Ini bagus sekali. Perlu 
ada Forum yang saling mengisi dan 
kita perlu duduk bersama dengan 
Bappedalitbang, dan dinas terkait. 
Jadi, kita harus segera bergerak,” 
tambah Ade Yasin. 

 
Progress Penyusunan Kebijakan 
hingga Melantik Komite Ekraf 

Setelah melalui proses Panjang, 
akhirnya melalui Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) yang memiliki 
Bidang Ekonomi Kreatif (SDM PE) 
kebijakan yang diharapkan oleh 
masyarakat bisa mulai cerah. Tidak 
sampai sebulan dari pertemuan 
PERSPEKTIF dengan Bupati Bogor, 
Disbudpar langsung menyusun kebijaka 
untuk pengembanga ekonomi kreatif. 
Progress tersebut dalam dilihat dari 
pemberitaan ini 
https://kreasijabar.id/article/pemerintah-
kabupaten-bogor-susun-kajian-
kebijakan-pengembangan-ekonomi-
kreatif (diakses pada hari Sabtu 
(7/9/2024) pada pukul 11.34 WIB). 
Pesan inti dari pemberitaan tersebut 
adalah sebagai berikut Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 
Kabupaten Bogor Mulyadi yang 
mewakili Bupati Bogor Ade Yasin 
menyampaikan bahwa. “saat ini 
Kabupaten Bogor sedang menyusun 
kajian kebijakan pengembangan 
ekonomi kreatif yang hasilnya 
merupakan sarana roadmap 

pengembangan Ekraf daerah untuk 
memetakan dan mengembangkan 
potensi Ekraf di Kabupaten Bogor yang 
bertumbuh pada ekonomi kreatif 
masyarakat,” katanya. 

Selanjutnya, sejak tanggal 27 Mei 
2021 Pemerintah Kabupaten Bogor 
berhasil menerbitkan Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 38 tahun 2021 Tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif yang 
bisa diunduh di pranala 
https://peraturan.bpk.go.id/Details/1976
52/perbup-kab-bogor-no-38-tahun-
2021. Peraturan Bupati ini terdiri dari 75 
pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, asas 
dan tujuan, ruang lingkup, pelaku dan 
subsektor ekonomi kreatif, 
pengembangan ekonomi kreatif, 
kelembagaan, hak dan kewajiban pelaku 
dan pengusaha ekonomi kreatif, kota 
kreatif, sistem informasi ekonomi 
kreatif, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi, ketentuan penutup, 

Tidak hanya itu, pada tanggal 25 
September 2021 melalui Keputusan 
Bupati Bogor Nomor 556/333/Kpts/Per-
UU/2021 Tentang Pengangkatan Komite 
Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, 
Bupati Bogor lantik Komite Ekonomi 
Kreatif Kabupaten Bogor yang juga 
dikenal dengan nama KABEKRAF. 
Bukti pelantikan tersebut dapat dibaca di 
dalam berita 
https://jabar.antaranews.com/berita/316
873/bupati-bogor-kukuhkan-komite-
kabekraf-demi-pulihkan-ekonomi yang 
diakses pada hari Sabtu (7/9/2024) pukul 
11.43 WIB. Dalam pelantikan tersebut, 
Bupati Bogor berharap KABEKRAF ini 
mampu pulihkan ekonomi baik di masa 
pandemi maupun pascapandemi 
tentunya dengan memajukan peran 
pemuda di ekraf.  
Program Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Kabupaten Bogor 

Semenjak adanya kebijakan dan 
komite ekonomi kreatif, program 
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pengembangan ekonomi kreatif di 
Kabupaten Bogor lebih baik dari 
sebelumnya karena KABEKRAF 
memiliki program besar yang 
menyesuaikan program kerja Pemda 
Bogor PANCAKARSA yaitu Panca 
EKRAF. Panca EKRAF terdiri dari lima 
program besar yang dapat dilihat di 
bawah ini: 
1. Eksplorasi data dan potensi, setiap 

saat KABEKRAF membuka 
pendaftaran untuk mendata pelaku 
ekraf melalui pranala 
bit.ly/DaftarKabekraf untuk 
mempermudah masyarakat 
mendaftarkan diri, dan untuk 
menemukan potensi-potensi produk 
dan karya ekraf unggulan, 
KABEKRAF bersaa Disbudpar 
melakukan kurasional setiap 
tahunnya. 

2. Koneksi, untuk mengembangkan 
potensi ekraf, KABEKRAF dan 
Disbudpar juga membuka hubungan 
baik dengan berbagai stakeholder 
seperti dengan IKEA Sentul, 
AEON, FINATRA, dan lainnya. 

3. Re-branding, untuk meningkatkan 
performa produk ekraf, 
KABEKRAF bersama Disbudpar 
melakukan pengemasan jenama 
ulang agar produk ekraf terlihat 
lebih baik dan menarik. 

4. Akselerasi dilakukan agar produk-
produk unggulan bisa semakin 
berkembang melalui kegiatan 
peningkatan kapasitas dari mulai 
bimbingan teknis hingga inkubasi 
bisnis. 

5. Festival, untuk menyebarluasan 
potensi ekraf, KABEKRAF 
bersama Disbudpar selalu 
mengadakan Festival setiap 
tahunnya.  

 
KESIMPULAN 

Pengembangan ekonomi kreatif 
(Ekraf) menjadi salah satu hal yang perlu 

dilakukan oleh Indonesia dan seluruh 
daerah karena Ekraf sudah dekat dengan 
kehidupan masyarakat Indonesia dan 
dapat menjadi tulang punggung bangsa 
di masa depan, namun pengembangan 
ekraf juga perlu didukung oleh 
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan 
yang berpihak kepada masyarakat 
pelaku ekraf sehingga bisa mewujudkan 
SDGs poin ke-8 tentang Pekerjaan yang 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. 
Belajar dari Kabupaten Bogor, 
masyarakat pelaku ekraf-nya berhasil 
melakukan praktik komunikasi politik 
untuk menyuarakan aspirasi dan 
memperjuangkan haknya. Praktik 
Komunikasi Politik yang dilakukan oleh 
masyarakat Kabupaten Bogor 
merupakan praktik baik yang mana 
berhasil mendorong pemerintah 
menerbitkan kebijakan yang berpihak 
kepada pengembangan ekonomi kreatif. 
Gerakan aksi kolektif hingga audiensi 
dengan kepala daerah merupakan prakti 
komunikasi politik yang baik dan bisa 
diterapkan di berbagai kasus. Tidak 
hanya itu, aksi kolektif tersebut berhasil 
mengedukasi masyarakat dan 
mendorong berbagai pihak khususnya 
OPD terkait untuk memberikan 
dukungan tentangg pengembangan 
ekonom kreatif sehingga Bupati Bogor 
menerbitkan Peraturan Bupati Bogor 
nomor 38 tahun 2021 tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan 
melantik Komite Ekonomi Kreatif 
sebagai lembaga percepatan 
pembangunan ekraf.  
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